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BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAHNYA

Setiap orang yang ingin mempertahankan kelangsangan hidupnya
haruslah bekerja. Makna bekerja ditinjan dari segi kemasyarakatan
adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atan jasa guna
memuaskan kebutuhan masyarakat'. Dalam melaksanakan pekerjaan
berarti ada beberapa pihak yang saling terkait dalam suatu hubungan
kerja. Yang dimaksud Hubungan kerja adalah hubungan antara buruh
atan pekerja dengan majikan atau pengusaha yang terjadi sctelah para
pihak sepakat untuk ﬁlengadakan perjanjian kerja dimana buruh
menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan
menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk
memperkerjakan buruh dengan membayar upah®. Di mana keseluruhan
proses kescpakatan untuk mengadakan ikatan hubungan kerja
dimaksud, termasuk persyaratan-persyaratan yang disctujui oleh keduna
belah pihak dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis.

Pada dasarnya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha

diarahkan untuk terciptanya snatu hubungan yang serasi, aman, dan

! Djunadi, Hulaon Pertxruhan Perjargian Kerja, Raja Grafindo Persada, Jalouts, 1995 h.2
* Sensdjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hidum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Jakarta, 1995, h. 63
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dinamis, di mana masing-masing pihak saling menghormati, saling
mengerti peran dan tugas serta hak dan kewajiban dalam seluruh
kegiatan usaha. Sehingga diharapkan dapat terwujud kelangsungan dan
perkembangan usaha yang langgeng.

Saat ini di Indonesia hubungan industrialnya berada pada masa
transisi. Tampaknya hubungan industrial pada masa transisi ini
cenderung diwamai oleh adanya konflik kepentingan antara pekmj:i
dengan pengusaha, disatu pihak pekerja menuntut perbaikan
kesejahteraan seperti kenaikan upah dan kondisi/syarat kerja yang lebih
baikk, funtutan ini dapat dipahami mengingat tingkat daya beli
burub/pekerja yang masih rendah, sementara itu di pihak lain
kemampuan perusahaan untuk mengabulkan keinginan buruh/pekerja
tersebﬁt masih belum memungkinkan. Lebih-lebih dengan kondisi krisis
ckonomi yang berkelanjutan serta naiknya beberapa komponen
pemumnjang produksi, seperti listrik, bahan baker dan lainnya®. Sebagai
konsckuensi hal terscbut, maka masalah yang berkaitan dengan
hubungan kerja, hubungan industrial, perlindungan, kesejahteraan
tenaga kerja, serta keserikatan pekerjaan akan menjadi semakin rawan

dan berpotensi untuk menimbulkan suatu perselisihan perburuhban.

? Lalo Hosni, Penyelesaicn Perselisibcn Hubungan indkustrial Melalui Pengadilan & Di Lucr
Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 33
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Adapun yang dimaksud dengan perselisihan perburuhan sesuai dengan
Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ undang-undang No. 22 tahun 1957 tentang
Penyelesaian Perselisihan Perburshan adalah pertentangan  antara
majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan
serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham
mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan
petburuhan.

Suate  kebijaksanaan manajemen perusahaan yang telah
dipertimbangkan dengan matang, ternyata sering menimbulkan salah
persepsi  dikalangan pekerja. Walaupun suatn perusahaan telah
mengeluarkan kebijaksanaan yang menguntungkan pekerja, namun bila
kurang disosialisasikan akan dapat memunculkan benih-benih
perselisihan.  Svatu perselisihan perburuhan yang dapat memicu
pemogokan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK selain
membawa kesengsaraan bagi para pekerja berupa hilangnya sumber
penghidupan juga menimbulkan kerugian bagi pengusaha. Sadar atan

tidak, pengusaha akan kehilangan tenaga yang handal bila bidang yang
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ditempati adalah vital Sedangkan tindakan para pekerja yang

melakukan mogok dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut’ :

1. pekerja akan kehilangan mata pencaharian selama pemogokan

2. pengusaha mengalami gangguan target produksi dan mengalami
kerugian

3. terganggunya proses produksi akan berpengaruh terhadap kebutmhan
masyarakat maupun Negara

4. menimbulkan citra yang buruk bagi mitra usaha

3. dapat menimbulkan gangguan terhadap stabilitas nasional

Meskipun secara hukum hak mogok diakui sebagai hak pekerja, namun

mengingat kerugian besar yang diderita para pihak, sebaiknya dicegah

sedini mungkin. Dan pada dasarnya pekexja,. sendiri tidaklah

menginginkan mogokA selama hak-hak mereka tidak diabaikan.

Hubungan antara pihak pengusaha dan pihak buruh atan pekerja

seyogyanya dilandasi dan dilaksanakan sesuai dengan hubungan

industrial pancasila yaitu suatu hubungan antara para pelaku dalam

proscs produksi dan jasa (buruh, pengusaha dan pemerintah) yang

didasarkan atas nilai-nilai yang luhur yang merupakan pencerminan dari

keselurahan sila-sila yang ada dalam menghormati hubungan industrial

* Saud Holomosa Batubara, Aasaloh Penggunaon Hak Mogdk dom Lock Out di Perusahaan, BPHN,
1995, h. 300
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pancasila dan mematuhi undang-undang guna menjamin keserasian
industrial

Prinsip Hubungan Industrial Pancasila yang diamut di Indonesia
harus dipergunakan sebagai acuan dalam mehgaiasi/mememhkan
berbagai persoalan yang timbul dalam bidang ketenagakerjaan. Dalam
konsep Hubungan Industrial Pancasila, .setiap keluh kesah yang terjadi
di tingkat perusahaan daﬁ masalah-masalah ketenagakerjaan lain yang
timbul harus diselesaikan secara kckeluargaan atau musyawarah untuk
mencapai mufakat’. Perselisihan antara pekerja dengan pengusaha
cukup diselesaikan dengan perundingan bipartit yang artinya dalam
Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu perundingan antara
pekerja atan buruh atau serikat pekerja atan serikat buroh dengan
pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial,
dimana cukup melibatkan pihak manajemen perusahaan dan wakil para
pekerja. Penyelesaian secara bipartit ini menjadi pilihan utama,
mengingat perselisihan perburuhan merpakan hal yang sensitif bagi
suatu perusahaan. Namun penyelesaian secara bipartit ini bukannya

tanpa kendala. Kendalanya berkisar pada kedudukan sosial ekonomi

* Lalu Husni, Op.cit., h. 39
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pekega yang relatif lemah dibandingkan pengusaha, schingga akan
mempengaruhi posisi tawar-menawar mereka dalam perundingan.

Oleh karena itu diperlukan adanya keseimbangan kedudukan antara
pekerja dengan pengusaha, dibutubkan adanya pihak yang dapat
menjembatani suatu perselisihan. Bila suatu perselisihan tidak dapat
diselesaikan melalui musyawarah dan bipartit, Dinas Tenaga Kerja

melalui pegawai perantara akan bertindak scbagai penengah;

Mckanisme penyelesaian perselisihan yang melibatkan pihak ketiga

yang netral sebagai penengah ini disebut dengan mediasi atau
pemerantaraan. Pegawai perantara selaku mediator dituntut untuk
mampu mengadakan pendekatan yang manusiawi kepada pihak-pihak
yang berselisih.

Namun kecenderungan belakangan ini, banyak pekerja yang
melakukan unjuk rasa di DPR, Komnas HAM, dan akhir-akhir ini
melalui Posko Kewaspadaan Nasional. Selain itu pemogokan di
beberapa perusahaan swasta juga sering terjadi. Ada kalangan yang
menganggap scbelah mata keberadaan pegawai perantara dalam
menyelesaikan kasus-kasus perselisihan perburuhan. Juga ada suara-
suara sumbang yang menyatakan bahwa pegawai perantara cenderung

menguntungkan kepentingan pengusaha.
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Sebenarnya lembaga-lembaga seperti DPR, Kommas HAM, dan
Posko Kewaspadaan Nasional bukanlah lembaga yang berwenang
dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan. Dalam kenyataannya,
bila ada pekerja yang mengadukan keluh kesahnya ke lembaga-lembaga
terscbut, maka pengaduan tersebut diterima dan selanjutnya diserahkan
kepada instansi yang berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja.

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat
ditarik beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial
melalui mediasi?

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila salah sata pihak tidak
melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dalam penyelesaian
perselisihan  hubungan industrial melalui  mediasi ditinjau
berdasarkan UU No.22 tahun 1957 dan UU No. 2 tahun 2004?

PENJELASAN JUDUL

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka akan dibahas peranan dan
mekanisme mediasi dalam menyelesaikan suatu perselisihan hubungan
industrial.

Yang dimaksud dengan Persclisihan Hubungan Industrial sesnai

dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 tahun 2004 adalah perbedaan
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pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau
gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat
buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan
kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta
perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu
perusahaan. Atas dasar itu, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial membagi perselisihan
hubnngan industrial menjadi®:
a. Perselisiban hak
Perselisihan hak ini merupakan perselisihan normatif yang
ditetapkan dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama,
peraturan perusahaan, atau peraturan perundang-undangan,
penyelesaiannya tidak diberikan kepada konsilisasi maupun
arbitrase, tapi sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan
Industrial terlebih dahulu melalui mediasi.
b. Persclisihan kepentingan
Perselisihan  kepentingan merupakan perselisihan yang
terjadi akibat perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai

keadaan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian

S Jbid., h. 43, 83-85.
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kerja, perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, atau
peraturan perundang-undangan. Perselisihan kepentingan pada
tingkat pertama dan terakhir diputus oleh Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Umum (tidak dapat dimintakan kasasi
ke Mahkamah Agung), hal ini dimaksudkan untuk menjamin

penyelesaian yang cepat, tepat, adil, dan murah

. Perselisiban pemutusan hubungan kerja

Perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
merupakan perselisiban yang terjadi karena para pihak atau salah
satu pihak yang tidak sepaham méngenai PHK yang dilakukan.
Perselisihan PHK penanganan pertama pada Pengadilan
Perselisihan Industrial pada Peradilan Umum, dan dimungkinkan

mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung.

. Perselisihan antar serikat peketja/serikat buruh hanya dalam satu

perusahaan.

Persclisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Burah adalah
persclisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat
pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena
tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan,

pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatan pekerjaan.
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Perselisihan antar serikat pekerja ini ditingkat pertama dan
terakhir ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada
Peradilan Umum.

Perselisihan hubungan industrial dapat dikategorikan scbagai
perkara perdata dalam ruang lingkup hukum publik. Yang mana dalam
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003
menyatakan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan
tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu disclesaikan melalui
perdamaian dengan bantuan mediator atau dengan kata Iain diselesaikan
dengan cara mediasi’.

Mediasi Hubungan Industrial yang sclanjutnya discbut mediasi
adalah penyelesaian perselisihan hak, persclisihan kepentingan,
perselisihan kepemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh hanya dalam satn perusahaan melalai mnsyawarah
yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral®.

Mediasi lazimnya terjadi setelah para pihak yang bersengketa

melakukan negosiasi, karena itu sering dikatakan bahwa mediasi adalah

" Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di

Pengadilan
* Undang-undang No. 2 tahon 2004 temtang penyelesaisn persclisihan lubungan indostrisl
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merupakan negosiasi dengan melibatkan seorang pihak ketiga atau
mediator.

Jadi secara kescluruhan, yang dimaksud dengan penyelesaian
perselisihan perburuhan secara mediasi adalah suatu tahap pemecahan
masalah perselisihan perburuhan karena pertentangan antara pekerja dan
pengusaha dengan melibatkan pegawai perantara sebagai pihak ketiga
yang netral untuk menengahi.

ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Kita menyadari bahwa beberapa sengketa atam perselisihan
disclesaikan dengan cara yang kurang memuaskan, schingga
menimbulkan suatu keadaan yang kecewa, atan tidak puas, baik dalam
proses penyelesainnya, maupun hasil yang dicapai. Penyelesaian

terscbut terkadang memakan biaya yang tidak sedikit dan seringkali

membutuhkan waktu yang cukup lama pula, schingga dapat

merenggangkan suatu hubungan pribadi yang terjalin dengan baik serta
berkelanjutan menjadi konflik yang tengah terjadi semakin buruk.
Sementara itu di pihak lain kita melihat betapa besarnya beban
perkara yang ada dalam lembaga-lembaga peradilan kita saat ini. Maka
dengan demikian perlu dicari snatu solusi guna membantu lembaga-

lembaga peradilan tersebut agar semua sengketa tidak ditampung
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didalamnya. Sejalan dengan pemikiran untuk meringankan beban
peradilan maka tiba saatnya bagi kita untuk memperkenalkan dan
mengembangkan cara penyelesaian sengketa melalui pranata-pranata
hukum lain atau Alternative Disputes Resolution (ADR).

Penyelesaian sengketa pada lembaga-lembaga peradilan memang
sangat bermanfaat dan sesuai bagi pihak-pihak yang mencari keadllan
untuk penyelesaian sengketa mercka, namun lembaga-lembaga
peradilan terscbut’ bukanlah satu-satunya cara yang tepat untuk
menyelesaikan sengketa. Alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu
melihat pada sejumlah perangkat alternatif penyelesaian sengketa yang
ada daripada langsung membawa sengketa tersebut ke pengadilan.

Dewasa ini mediasi yang dipakai secara luas dalam sengketa
perdata dan lingkungan merupakan salah satu alternatif penyelesaian
sengketa disamping pengadilan. Mediasi dipilih karena dipandang
mampu menyelesaikan sengketa secara murah dan cepat, putusannya
dapat melanggengkan hubungan karena sifatnya win-win solution
dibandingkan melalui pengadilan yang berlarut-larut.

Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam
kenyataannya pemilihan mediasi sebagai jalan keluar masih menjadi

perfanyaan mengingat ramainya aksi mogok kerja di beberapa
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perusahaan. Banyak pekerja ﬁng mengungkapkan keluh kesahnya ke
DPR, LBH, dan Posko Kewaspadaan Nasional Keadaan demikian
menimbulkan asumsi bahwa penyelesaian mediasi melalui jasa pegawai
perantara kurang membawa hasil.

TUJUAN PENULISAN

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan, yaitn tujuan akademis
dan tujuan praktis. Tujuan akademis adalah bahwa penulisan skripsi ini
bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada jenjang Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum
Universitas Airlangga Surabaya.

Adapun tujuan praktisnya adalah untuk menambah khasanah
kepustakaan di bidang hukum perburuhan, khususnya dalam hal
penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Dimana
analisa dan bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran di dalam jalur hukum yang mana harus ditempuh
dalam hal menyelesaikan perselisihan antara pihak pengusaha dan
pekerja di bidang perburuhan.

Yang mana nantinya dengan penulisan skripsi ini diharapkan untuk
dapat mengetahui secara mendalam bagaimana tatacara penyelesaian

perselisihan hubungan industrial melalni mediasi dan mengetahui sejanh
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mana mediasi mampu berfungsi secara efektif menyelesaikan
perselisihan hubungan industrial

5. METODOLOGI

5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan masalah yang
dignnakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaita penulisan dilakukan
dengan memperoleh keterangan ataupun penjelasan dari peraturan
perundangan-undangan yang berkaitan dengan memperhatikan pada

kondisi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan pembahasan

5.2 Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka bahan penulisan ini
saya peroleh dari dua sumber, yaitu sumber bahan hukum primer dan
sumber bahan hukum sckunder.

Sumber bahan hukum primer dalam hal ini adalah berupa segala
peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan masalah yang
dibahas dalam skripsi ini.

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder adalah berupa literatar dani
buku berbagai sarjana, catatan-catatan yang diperolch sclama masa
perkuliahan serta bahan-bahan lain yang ada kaitannya dengan

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
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5.3 Bahan Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum
Untuk memperoleh bahan hukum yang lengkap, studi kepustakaan
yang diperoleh diuraikan dan dianalisa dengan fakta-fakta yang diperoleh
di lapangan yang berasal dari berbagai nara sumber. |
Selanjutitya  dikaitkan dengan teori-teori dibidang hukum yang
dibahas schingga dapat diolah dirumuskan secara sistematis sesuai dengan
masing-masing pokok bahasan.
5.4 Analisa Bahan Hukum
Dari bahan hukum yang diperoleh baik bahan primer maupun bahan
hukum sekunder kemudian dianalisa dengan metode kualitatif, yaitu
bahan penulisan dan fakta yang ada tersebut diterangkan sedemikian rupa
serta dianalisa dengan mencari keterkaitan antara bahan penulisan dan
fakta yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia. Yang kemudian di kaji dengan menggunakan teori-teori
hukum yang ada.
6. PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA
Penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) bab dan

masing-masing bab terdiri dari beberapa Sub Bab.
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Bab Pertama tentang pendahuluan yang berisi latar belakang dan
rumus’an masalahnya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan
penulisan, metodologi, pertanggungjawaban sistematika.

Bab Kedua membahas mengenai tata cara penyelesaian hubungan
industrial melalui mediasi. Sebagai awalan pembahasan akan dijelaskan
mengenai karakteristik mediasi, pendorong utama dilaksanakan mediasi
serta tahap-tahap mediasi.

Bab Ketiga akan membahas mengenai upaya-upaya yang ditempuh
apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat
dalam penyelesaian perselisihan perburuhan melalni mediasi ditinjau
berdasarkan UU No. 22 tahun 1957 dan UU No. 2 tahun 2004.

Bab Keempat mengenai akhir permasalahan skripsi ini yaitn tentang
penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, yang merupakan inti sari
pembahasan permasalahan dan saran-saran tersebut yang dapat
memberikan masukan-masukan bagi para pihak yang terkait dalam proses
produksi barang dan jasa schingga tercipta suatu iklim kerja yang schat dan

kondusif antara pengusaha dan pekerja.
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BABIT
TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN

INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI

1. Karakteristik Mediasi
a) Adanya Mediator

Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat
bertindak sebagai Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang
bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-
syaral sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untok bertugas
melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran
tertolis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan
perselisthan hak, persclisihan kepentingan, persclisihan pemutusan
hubugan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat burah hanya
dalam saiu pemsahaang;

Untuk dapat ditunjuk scbagai Mediator harus memenuhi syarat-
syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 2 Tahun
2004:

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

* Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisiban Hubungan Industrial

17
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b. warga Negara Indonesia,
¢. berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;
d. menguasai peraturan  perundang-undangan di  bidang
ketenagakerjaan;
€. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f. berpendidikan sekurang-kurangnya Strata Satm (S1); dan
g. syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
Dalam proses mediasi Mediator mempunyai peran yang penting
dalam mewujudkan hubungan industrial, sebagai jurma pendamai
yang berperan memfasilitasi dan mengarahkan para pihak untuk
menemukan penyelesaian kepentingan kedua pihak dengan
memperhatikan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Secara garis besar dapat digambarkan kedudukan dan peran
mediator :
1. Bertindak sebagai pihak ketiga yang benar-benar netral.
2. Memberikan anjuran tertulis yang masih dalam batas kewenangan
mediator guna membantu para pihak mencari format penyelesaian,
yang mana anjuran tersebut bukan merupakan keputusan yang

bersifat mengikat.
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fu)

Membantu para pihak agar dapa_t mencapai kesepakatan yang
hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang berselisih.

4. Membuat forum yang mempertemukan kedua belah pihak yang
berselisih.

5. Menyusun prososal penyelesaian yang ditawarkan kepada para
pihak yang berselisih.

6. Menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin
terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa
untuk memperoleh hasil yang sama-sama menguntungkan.

7. Menjaga kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak
pengusaha maupun pihak pekerja.

8. Merumuskan kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Bersama yang
ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta
didaflar pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak
yang bersengketa untuk mendapatkan akta bukti pendafiaran.

b)Langsung Dilakukan Oleh Para Pihak Yang Berselisih.

Dalam Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi para pihak

adalah pekerja/buruh, organisasi pekerjaforganisasi buruh dengan
pengusaha. Jika organisasi yang terlibat, hendaknya pengurus atau siapa

saja yang ditunjuk oleh anggota hamus segera mengadakan
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perundingan/negosiasi dengan pihak pengusaha guna mencari solusi
terbaik dari persoalan yang dihadapi. Sedangkan pihak pengusaha pada
umummnya diwakili oleh pimpinan personalia.

Berhasil atau gagalnya proses pemerantaraan bergantung pada
kehendak para pihak. Pada proses mediasi para pihak diharuskan untuk
datang bersama secara pribadi dan saling berhadapan satu dengan yang
lain. Dengan adanya forum yang mempertemukan kedua belah pihak
tersebut maka para pihak lebih mudah untuk menyampaikan apa yang
menjadi keluh kesah serta saran yang diinginkannya secara langsung di
hadapan pihak lawan dan Mediator.

Setelah masing-masing pihak menyampaikan kehendaknya, barulah
mediator memainkan peran menjalankan fungsi scbagai penolong
diantaranya meluruskan persamaan persepsi antara pihak pengusaha dan
pihak pekerja, serta menyeimbangkan posisi kedua belah pihak yang
kemudian mengemukakan atau menawarkan jalan keluar penyelesaian

yang dapat diterima oleh para pihak.

c.) Secara Hukum Produk Pemerantaraan (Mediasi) Pemenuhannya

Bergantung Pada Itikad Baik Para Pihak.
Artinya, hasil pemerantaraan tidak dapat dipaksakan secara langsung

terhadap pihak yang dinilai ingkar terhadap kescpakatan. Apabila ada
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pihak yang ingkar, maka pelaksanaanya hanya mungkin apabila telah

diputuskan oleh pengadilan setelah melalui proses gugatan.

2. Pendorong Utama Dilakukannya Mediasi

Penyelesaian persclisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para
pihak yang berselisih secara musyawarah tanpa adanya campur tangan dari
pihak lain, schingga dapat memperoleh hasil yang menguntungkan kedua
belah pihak. Selain itu musyawarah dapat menekan biaya serta menghemat
waktu'’.

Dalam musyawarah bipartit, baik pengusaha maunpun pekerja
bemegosiasi dalam upaya mencapai kesepakatan terhadap hal-hal yang
dipersclisihkan. Namun demikian, disadari bahwa tidak semua kehih kesah
yang terjadi antara pekerja/burub, organisasi pekerja/organisasi buruh
dengan pengusaha atan organisasi pengusaha atau siapa saja yang ditunjuk
oleh anggota organisasi pekerja dalam suatu perusahaan dapat diselesaikan
secara kekeluargaan atau musyawarah. Hal ini antara lain disebabkan karena
adanya beberapa faktor-faktor yang menyebabkan 1cxjadihya konflik antara

pihak pengusaha dan pekerja.

' Lalu Husni, Op.cit., h. 53
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Secara umum konflik yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor
diantaranya yaito'' :
a. Konflik Data
Konflik ini dapat terjadi karena kekurangan informasi, k&salahan
informasi, adanya perbedaan pandangan, perbedaaﬁ
interpretasi/penafsiran terhadap data. Karena itu scbelum melakukan
suatu perbuatan hukum tertentu seseorang harus mencari informasi/data
yang sejelas-jelasnya, dan sumber informasi harmus jujur dalam
memberikan informasi tersebut, jika tidak dapat menyesatkan pihak lain
serta dapat menimbulkan konflik.
b. Konflik Kepentingan
Dalam hal konflik kepentingan dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu :
¢ Adanya perasaan bersaing
» Adanya kepentingan substansial dari para pihak
e Adanya kepentingan prosedur
¢ Adanya kepentingan psikologi
Keempat hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya konflik
kepentingan di antara para pihak, karena dalam suatu hubungan kerja

biasanya melahirkan perasaan persaingan di antarma sejawat untuk

" 1bid, h. 3-5.
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memperoleh kedudukan vang lebih tinggi. Begitu pula halnya dengan
kepentingan substansial yang merupakan tujuan sescorang untuk
melakukan hubungan tertentu, misalnya seorang pekerja berkepentingan
mendapatkan upah yang tinggi, sedangkan bagi pihak perusahaan
orientasinya pada keuntungan, schingga setiap pengeluaran harus
ditckan seminim-minimnya. Demikian halnya dengan kepentingan

prosedur dan psikologi.

. Konflik Hubungan

Konilik hubungan dapat terjadi karena adanya kadar emosi yang kuat,
adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi atan kesalahan
komunikasi, dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang. Karena itn
para pihak yang mengadakan hubungan kerja sama harus mengontrol
emosi dengan mengikuti aturan main yang telah disepakati,
mengklarifikasi perbedaan persepsi, dan membangun persepsi yang
positif, selanjutnya memperbaiki kualitas dan kuantitas komunikasi
serta menghindari perilaku negatif yang dapat mengganggu hubungan

dengan pihak lain.

. Konflik Struktur

Kontlik stmktur terjadi karena adanya pola yang merusak perilaku atan

interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber
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daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan, atau faktor
lingkungan yang menghalangi kerja sama, serta kurangnya waktu yang
tersedia. Karena itu para pihak perlu memperjelas atau mempertegas
aturan main, mengubah pola perilaku perusak, mengalokasi kembali
kepemilikan atau kontrol sumber daya, membangun persaingan sehat;
saling pengertian, mengubah proses negosiasi dari posisional menjadi
penawaran berdasarkan kepentingan, memodifikasi tekanan luar pada
para pihak serta mengalokasikan waktu yang cukup.

Konflik Nilai

Konflik ini terjadi karena perbedaan kriteria evaluasi pendapat atan
perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideology agama, adanya
penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain. Untuk
menghindari terjadinya konflik ini para pihak harus menghindari
permasalahan nilai, mengizinkan para pihak untuk menyetujui atan
tidak menyetnjui, menciptakan lingkungan berpengaruh dengan satu
nilai yang dominan, dan melakukan penelitian untnk mencari hasil di

mana semua pthak mendapat bagian.
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Negosiast bukanlah suatu proses yang statis, tapi merupakan suatu
proses yang dinamis'>. Para pihak saling berargumentasi untuk
memperoleh apa yang diinginkan, namun termyata tidak mampu
merundingkan suatu penyelesaian karena masihg-nmsing mencoba
untuk memaksakan kehendaknya terhadap penyelesaian yang
memungkinkan.

Suatu perselisihan yang tampaknya sukar ditangani sesungguhnya
dapat dirondingkan, tapi para pihak tidak akan mempu bernegosiasi
tanpa bantuan pihak luar. Mereka memerlukan pihak ketiga yang dapat
dipercaya dan dapat menangani perselisihan dengan tidak memihak.
Apalagi bagi pekerja yang secara sosial ckonomi lemah kedudukannya
dibandingkan pengusaha, sangat memerlukan penaschat atan perantara

yang dapat dipercaya.

3. Tahap-Tahap Mediasi
3.1 Tahap Pendahuluan (musyawarah bipartit)
Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004
bahwa Persclisihan hubungan industrial wajib diupayakan

penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit

1 Gary Goudpaster, Nepasiai dan Mediasi, Sebuak Pedomuan Negosiasi dan Penyelesaion Senghketa
melalui Negosiasi, Elips Project, Jakarta, 1993, h 8.
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secara musyawarah untuk mufakat. Yang mana perundingan

tersebut dituangkan dalam suatu risalah yang memuat:

L

2.

h

nama dan alamat para pihak;

tanggal dan tempat perundingan;

pokok masalah atau alasan perselisihan;

pendapat para pihak;

kesimpulan atau hasil perundingan, dan

tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan
perundingan.

Dalam hal kedna belah pihak gagal melaksanakan

perundingan bipartit, maka salah satu atau kedua belah pihak

mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung

Jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan

bukti upaya penyelesaian secara bipartit sudah dilakukan.

Jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menawarkan kepada para

Setelah menerima pencatatan, instansi yang bertanggung

pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi

atau arbitrase.
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Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari para pihak tidak menetapkan
pilihan, instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian kepada mediator.

3.2 Tahap Mediasi
3.2.1. Pra Mediasi
a. Mengadakan Pertemuan/Kaukus

Pada tahap ini pertama-tama mediator mengadakan
pertemuan dengan para pihak secara terpisah-pisah atau
pertemuan  kaukus, sebelum pertemuan lengkap
diselenggarakan guna mengetahui informasi apa saja yang
boleh dan yang tidak boleh diungkapkan dalam pertemuan
lengkap. Kedua, medi.ﬁtor dapat mempengaruhi apa yang
disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lawannya
dengan cara memodifikasi pesan dalam bahasa yang dapat
diterima dan difahami oleh kedua pihak. Ketiga, Mediator |
juga dapat mengingatkan para pihak agar bersikap
realistis, yakni manakala mereka memiliki harapan atau
target yang begitu tinggi, sehingga mengemukakan

tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal.
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b. Mengumpulkan dan Menganalisa Informasi
Latarbelakang Sengketa
Pengumpulan data dan penganalisaan konflik
memungkinkan mediator untuk menyelidiki latar belakang
perselisihan  antara lain mengenai hal-hal yang
menyebabkan ferjadinya perselisihan yang meliputi scbab-
sebab intern maupun ekstern. Mediator juga bertugas
mengidentifikasi pihak-pihak utama yang terlibat dalam
perselisihan  hubungan industrial yaitu pekerja/serikat
pekerja dengan pengusaha/pihak perusahaan. Untuk
mendapatkan informasi yang ingin didapatkan maka
mediator dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada
masing-masing pihak yang berkaitan dengan fakta.
Mediator dapat juga mencari informasi apakah
perselisihan tersebut pernah terjadi di perusahaan sejenis
dan bagaimana hasil penyelesaian serta dasar-dasar dan
bentuk penyelesaian.
Setelah mendapat informasi dan data-data dari
masing-masing pihak, selanjutnya mediator meminta

kepada para pihak untuk membuat proposal mengenai
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bentuk perdamaian seperti apa yang mereka inginkan,
yang diserahkan pada Mediator tanpa isinya diketahui
oleh pihak lainnya'. Setelah itu mediator menentukan
pokok masalah dan kepentingan-kepentingan para pihak
vang dirumuskan dalam svatu rencana atau strategi

mediasi.

¢. Merumuskan Masalah-Masalah dan Menyusan Agenda:

Tugas penting mediator scbelum membahas masalah-
masalah substantif secara lebih infens adalah terlebih
dahulu mengidentifikasi topik-topik nmum permasalahan
yang menjadi kepedulian para pihak, menyepakati sub-sub
topic yang akan dibahas dalam proses perundingan.
[ Penyusunan agenda dapat dilakukan dengan berbagai
E pendekatan. Pertama, satn pihak mengusulkan kepada
i pihak lainnya untuk membahas masalah tertentu dan pihak
Iain ternyata menyetujuinya. Setelah masalah tersebut
selesai kemudian diikuti dengan pembahasan masalah
lainnya. Kedua, dengan cara memberikan urutan dari segi

pentingnya tiap masalah. Berdasarkan uratan nilai

Y Mediasi Bukan Basa-Basi, Hukum Online, 06 Juli, 2004, h.3.
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pentingnya masalah, para pihak membahas tuxp-tlap
masalah. Ketiga, dengan cara membahas sebuah masalah
yang dianggap masalah pokok, schingga jika para pihak
dapat mencapai kesepakatan tentang hal tersebut dengan
sendirinya masalah-masalah kecil ikut akan dapat
diselesaikan pula.
3.2.2 Sidang Mediasi
Batas waktn penyelesaian perselisihan  hubungan
industrial melalui mediasi adalah selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja terhitung se¢jak menerima pelimpahan
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selama 30
hari terscbut proses pemerantaraan atan sidang mediasi
dibatasi sampai 3 (tiga) kali pertemuan. Didalam Undang-
Undang tidak ada ketentuan batas 3 kali pertemuan. Namun
hal tersebut merupakan kebiasaan yang sudah menjadi
pedoman dalam proses pemerantaraan atau sidang mediasi,
agar proses pemerantaraan atan sidang mediasi membuahkan
hasil dalam waktu yang tidak terlalu lama.

1. Sidang/Pertemuan Pertama
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Setelah melalui tahap pra mediasi, dalam waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima pelimpahan
penyelesaian  perselisthan, mediator harus sudah
mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan
segera mengadakan sidang mediasi.

Pada sidangfpertemuan pertama ini, mediator
membuka sidang mediasi dengan acara memperkenalkan
dirinya pada para pihak dan kemudian membuat
pemyataan pendahuluan yang menjelaskan proses
mediasi, perannya sebagai penengah yang netral dan
aturan-atoran bagi interaksi para pihak'!. Mediator juga
menjelaskan kepada para pihak bahwa dia memiliki peran
vang netral dan tidak akan bertindak sebagai seorang
penaschat hukum bagi satu pihak. Setelah mediator
menjelaskan tentang pendahuluan sidang pertama, maka
selanjutnya mediator meminta kepada para pihak untuk
menunjukkan bukti-bukti perundingan bipartit yang telah
dilaksanakan dalam bentuk lampiran bukti upaya

penyelesaian bipartit.

™ Gary Goodpaster, Op.cit., h.205.
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2. Sidang/Pertemuan Kedua

Pada sidang/pertemuan kedua ini, mediator dapat
memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang
mediasi guna diminta dan didengar keter:mgannya;
Setelah mendengarkan keterangan para saksi barulah
mediator masuk dalam tahap pemecahan masalah atau
tahap tawar-menawar pemecahan masalah, dimana
mediator bekerjasama dengan para plhak baik secara
bersama maupun secara terpisah untuk memikirkan serta
mengevaluasi pemecahan'’. Dalam tawar-menawar,
Mediator dapat memberikan usul-usul pemecahan
masalah dengan mengacu pada ketentuan normatif
Misalnya upah minimum, upah lembur, cuti hamil,
Jaminan sosial, keselamatan dan keschatan kega. Dalam
tahap ini para pihak dengan bantuan mediator
menganalisis sejumlah pilihan pemecahan masalah yang
diharapkan dapat mengakhiri sengketa. Para pihak
menganalisa sejauhmana suatu pemecahan masalah atau

kombinasi pemecahan masalah dapat memuaskan atau

'S hidk, b 209.
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memenuhi kepentingan mereka. Tugas mediator adalah
membantu  pihak pekerja dan pengusaha dalam
mengevaluast pilihan-pilihan yang tersedia dan membantu
mereka dalam menentukan untung ruginya bagi
penerimaan atau penolakan terhadap suatu pemecahan
masalah. Namun demikian, penyelesaian tetap berada
pada para pihak. Mediator hanya mengusahakan agar
perundingan tersebut terarah, terkendali dan tertib.

Namun jika dalam sidang/pertemuan kedua ini tidak

tercapai kesepakatan penyelesaian melalui mediasi,

maka'®:

a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis.

b. Anjuran tertulis tersebut selambat-lambatnya (sepuluh)
hari scjak sidang mediasi pertama harus disampaikan
kepada para pihak.

c. Para pihak dalam waktu 10 (scpuluh) hari sejak
memberikan jawaban kepada mediator yang isinya
menyetujui  atan menolak anjuran yang dibuat

mediator.

'€ Lytu Hosni, Op.cit., b 64
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d. Jika para pihak tidak memberikan pendapatnya mereka

dianggap menolak anjuran tertulis.

. Jika anjuran tertulis disetujui, dalam waktu sclambat-

lambamya 3 (tiga) hari sejak anjuran tertulis para
pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian
didaflarkan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum
pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk
mendapatkan akta bukti pendafiaran.

Jika anjuran tertulis yang dibuat oleh mediator ditolak
oleh salah satu pihak atau para pihak, salah satu pihak
atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian
perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri setempat.

. Sidang/Pertemuan Ketiga

Jika dalam sidang/pertemuan kedua yang
membahas tentang penyelesaian melalui mediasi
mencapai kesepakatan, maka dalam sidang/pertemuan
ketiga ini harus dibuat Perjanjian Bersama yang
ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh

mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan
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| Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum
pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk

mendapatkan akta bukti pendaftaran.

SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI SALAH ... METTY CHRESTIENA




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB Il
UPAYA-UPAYA YANG DITEMPUH BERKAITAN DENGAN

PELAKSANAAN PERJANJIAN BERSAMA

Dalam hal tercapai kesecpakatan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalui mediasi maka dibuat Perjanjian Bersama. Setiap isi. dan
klausula yang terdapat didalam Perjanjian Bersama it merupakan hasil
kesepakatan para pihak sendiri, dimana mereka sudah memperhatikan segala
risiko untung ruginya, maka pada umumnya isi Perjanjian Bersama
dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang membuatnya. Kesepakatan
bersama tersebut pada dasarnya merupakan perjanjian yang tunduk pada
ketentuan pasal 1313 KUHPerdata : “Perjanjian adalah suat perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atan lebih
lainnya.”

Dalam perjanjian, termuat beberapa unsur yaitu'’:
a. Ada pihak-pihak.
Pihak-pihak yang ada disini paling sedikit harus dua orang. Para
pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek mana bisa

terdini dari manusia atan badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari

v Dyjumadi, Hukum Ferburuhen Perjargian Kerja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 10, 11, 12,
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manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk

melakukan hubungan hukum.

. Ada persetujuan antara para pihak.

Para pihak sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat
suatu perjanjian haruslah diberikan kesempatan untuk mengadakan
bergaining atau tawar-menawar diantara keduanya, tanpa paksaan atau
tipuan. Dalam hal ini Mediator bersikap pasif dalam negosiasi tawar-
menawar antara pekerja dan pengusaha. Pekerja menerima tawaran dari
pengusaha dengan sukarela tanpa paksaan atau tipuan. Apabila pekerja
maupun pengusaha telah berhasil melakukan kompromi, maka tercapai

suatu konsensus.

. Ada tujuan yang akan dicapai.

Suatu petjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan
tertentu yang ingin dicapai, yang mana tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam kesepakatan
bersama tujuan yang ingin dicapai adalah menyelesaikan perselisihan

perburuhan atas dasar musyawarah.

. Ada prestasi yang harus dilaksanakan.

Para pihak dalam suatu petjanjian mempunyai hak dan kewajiban

tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Dalam
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kesepakatan bersama, pengusaha berkewajiban memenuhi suatu
prestasi, misalnya memberikan uang pesangon pada pekerjanya yang dif
PHK. Maka bagi pekerja, pemberian uang pesangon tersebut merupakaﬁ
suatu hak, yang bagi pengusaha merupakan suatu kewajiban.

e. Ada bentuk tertentu.

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis.
Kesepakatan bersama yang dibuat oleh pekerja dan pengusaha adalah
dalam bentuk tertulis, agar mempunyai kekuatan pembuktian.

f. Ada syarat-syarat tertentu.

Menurut pasal 1338 KUHPerdata pada ayat 1 menentukan bahwa
suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai
undang-undang bagi mercka yang membuatnya. Agar suatm perjanjian
dapat dikatakan sah bila telah memenuhi syarat-syarat terientn. Adapun
syaral sahnya suam perjanjian ditentukan dalam pasal 1320
KUHPerdata :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dir.
Artinya para pihak yang mengadakan perjanjian, dalam hal
ini pekerja dan pengusaha sepakat atas hasil tawar-menawar
dengan tanpa paksaan, kesesatan, dan penipuan.

b. Kecakapan membuat suatu perjanjian.
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Yang bisa melakukan suatu hubungan hukum adalah mereka
yang bisa dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban,
yaitu orang dan badan hukum. Dalam kesepakatan bersama yang
mengadakan perjanjian adalah pekerja dan pengusaha, yang tidak
termasuk dalam kriferia pasal 1330 KUHPerdata, yang
menentukan bahwa :

“Tak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah”:

a. Orang-orang yang belum dewasa.

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.

. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditctapkan oleh
undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-
undang telah melarang membuat snatu perjanjian-perjanjian
tertentu.

Pekea dan pengusaba yang tidak termasuk ketiga kriteria

terscbut berhak membuat perjanjian dalam bentuk kesepakatan

bersama.

. Suatu hal tertentu.

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah sesnatu
yang didalam perjanjian tersebut telah ditentukan dan disepakati.

Dalam kesepakatan bersama sesuatu yang telah ditentukan dan
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disepakati itu misalnya mengenai upah, pesangon, cuti dan
sebagainya.
d. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Yang dimaksud suatu sebab yang diperbolehkan adalah jika
tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan
kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam kesepakatan bersama,
tidak boleh mengadakan petjanjian yang bertentangan atau
dilarang oleh peraturan-peraturan ketenagakerjaan

Apabila isi Perjanjian Bersama terscbut disepakati dan dilaksanakan
secara sukarela oleh para pihak tentunya tidak ada masalah, dan semuanya
begalan lancar sesuai dengan rencana. Artinya para pihak konsckuen dan
konsisten untuk melaksanakan isi Perjanjian Bersama. Akan tetapi masalah
akan timbul, bilamana Perjanjian Bersama itu ternyata tidak dilaksanakan
secara sukarela oleh salah satu pihak.

Adapun upaya yang ditempuh oleh salah satu pihak apabila pihak lawan
dengan itikad tidak baik mengingkari dan tidak melaksanakan Perjanjian
Bersama yang telah disepakati -

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
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Jika baik pekerja maupun pengusaha telah mencapai kompromi
berarti telah tercapai suatu kesepakatan. Untuk selanjutnya kesepakatan
tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang bertitel Kesepakatan
Bersama. Dasar hukum dari Kescpakatan Bersama ini adalah pada
Kepmenaker No. Kep-15A/Men/1994 pasal 8 huruf (f):

“Dalam hal Pemerantaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢

| tercapai Kesepakatan Penyelesaian, maka dibuat Persetujuan

Bersama secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan

diketahui/disaksikan oleh Pegawai Perantara.”

Secara hukum produk pemerantaraan (mediasi) pemenuhannya
bergantung pada itikad baik para pihak, artinya hasil mediasi tidak dapat
dipaksakan secara langsung terhadap pihak yang dinilai ingkar, maka
pelaksanaannya hanya mungkin apabila telah diputus oleh Pengadilan
setelah melalui proses gugatan. Namun diakui, bahwa bila diajukan
gugatan ke Pengadilan Negeri akan memakan waktu lama dan hasilnya
belum pasti Untuk mengatasi hal demikian maka realisasinya
dilaksanakan bersama dengan pembuatan kesepakatan melalui bantuan
Pegawai Pengawas, terutama terhadap hal-hal yang sifatnya normatif
Selanjutnya pada pasal 8 huruf (I) Kepmenaker RI1 No. Kep-15

A/Men/1994 dinyatakan :
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Dalam hal Pemeranataraan Perselisihan terdapat tuntutan yang
bersifat normatif antara lain upah lembur, tunjangan kecelakaan
dan cuti tahunan maka Pegawai Perantara meminta bantuan kepada
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenag:i

Kerja setempat untuk menetapkan dan menghilangkan upah lembur

tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab awal bahwa perselisihan
perburuhan yang diselesaikan melalui mediasi yang diperantarakan oleh
Pegawai Perantara adalah karena perselisihan hak yang merupakan
perselisihan normatif yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, perjanjian
kerja bersama, peraturan perusahaan atau peraturan perundang-
undangan. Dalam pemerantaraan atas suatu perselisihan perburuhan,
pengawasan itu dimaksudkan untuk mengatasi';

a. Apakah undang-undang dan peraturan pemerintah yang menyangkut
bidang perburnhan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para
pengusaha dengan para pekerjanya ataukah tidak, atan adakah usaha-
usaha untuk mengabaikannya atau menentangnya.

b. Apakah kewajiban-kewajiban pengusaha dan para pekerjanya

dijalankan dengan penuh ketaatan atau sebaliknya dan apakah hak

'® . Kartasapoetra ot al., Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandasan Pancasila, Bina Aksara,
Jakarta, 1986, h.230.
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masing-masing pihak dapat diperoleh sebagaimana mestinya atau
sebaliknya.

Pengawasan yang diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1951
dimaksudkan agar perusahaan yang merupakan aset perckonomian tersebut
dapat berjalan dengan lancar, berkembang menjadi perasahaan yang kuat
dan tidak mengalami hambatan-hambatan yang discbabkan oleh
pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu pengawasan perburuhan dimaksudkan untnk mendidik agar
pengusaha/perusahaan  sclalu tunduk menjalankan ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku schingga akan dapat menjamin keamanan dan
kestabilan pelaksanaan hubungan kerja, karena seringkali perselisihan
perburuhan disebabkan karena majikan tidak memberikan perlindungan
hukum kepada burahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping
itu pelaksanaan pengawasan perburuhan akan menjamin pelaksanaan
peraturan-peraturan perburuhan disemua perusahaan secara sama, schingga
akan menjamin tidak terjadinya persaingan yang tidak sehat (unfair
competition).

Pengawasan perburuhan/ketenagakerjaan dilakukah dengan melakukan
kunjungan keperusahaan-perusahaan untuk mengamati, mengawasi

pelaksanaan hak-hak normatif pekerja. Jika hak-hak pekera belum
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dipenuhi oleh pengusaha pegawai pengawas dapat melakukan teguran agar
hak-hak peketja diberikan sesuai dengan peraturan perundang- n
yang ada, jika tidak diindahkan pegawai pengawas yang merupakan
penyidik pegawai negeri sipil dibidang perburuhan dapat menyidik
pengusaha tersebut untuk selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan
untuk diproses lebih lanjut kepengadilan'®.

Karena koordinasi antara Pegawai Perantara dengan Pegawai
Pengawas itulah, maka Pegawai Perantara dapat menekan pengusaha bila
mercka dalam perselisihan tersebut melanggar hak-hak pekerja yang

bersifat normatif.

2. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Dalam hal tercapainya kesepakatan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial melalni mediasi maka dibuat Perjanjian Bersama
yang ditandatangani oleh para ahli dan disaksikan oleh mediator serta
didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di
wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk

mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran.

** Lalu Husni, Hukum Ketenagokurjoon Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 115.
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Pefjanjian  Bersama yang telah mendapatkan Akta Bukti
Pendaftaran bersifat mengikat dan menjadi hukum serta wajib
dilaksanakan oleh pama pihak. Artinya pihak vang merasa dirugikan
sebagai akibat tidak dilaksanakannya Perjanjian Bersama itu oleh pihak
lawanmya, maka dapatlah ia mengajukan permohonan eksekusi
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diwilayah
Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi. Jika
pemohon eksekusi berdomisili diluar Pengadilan Negeni tempat
pendafiaran Perjanjian Bersama, pemohon eksekusi dapat mengajukan
permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk
diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
yang berkompeten melaksanakan eksekusi.

Hal ini merupakan jalan terakhir dan satu-satunya yang dapat
ditempuh oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat telah tidak
dilaksanakannya isi Perjanjian Bersama oleh pihak lawannya. Pihak
pemohon eksekusi sudah barang tentu tidak dapat menunggu dan terus
menerus menunggu datangnya itikad baik dari lawannya vang akan

bersedia memenuhi isi Perjanjian Bersama secara sukarela.
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Mencermati tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial
secara mediasi scperti diatas, jelaslah bahwa kesepakatan yang
| dihasilkan oleh para pihak yang dibuat dalam bentuk Perjanjian
‘ Bersama mendapat jaminan hukum yang pasti dalam pelaksanaannya,
yakni melalni upaya paksa (fiat eksekusi) *. Dengan demikian
i penyelesaian perselisihan hubungan industrial segera mendapat

kepastian hukum.

2 Laln Husni, opcit., h.56

|
|
4
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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan
1. Tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui
mediasi ada beberapa tahap:

a. Perselisthan hubungan indusirial diselesaikan  secara
perundingan bipartit terlebih dahulu. Dalam hal kedua belah
pthak gagal melaksanakan perundingan maka keduanya
mencatatkan  perselisihanmya  kepada instansi di bidang

ketenagakerjaan untuk melimpahkan kepada Mediator dan

diselesaikan secara mediasi

b. Pra Mediasi

Pada tahap ini Mediator memiliki peran aktif dalam
mengadakan pertemuan kaukus dengan para pihak untuk

mengumpulkan dan menganalisa informasi latarbelakang
sengketa, serta merumuskan masalah dan menyusun agenda

|

yang akan dibahas dalam sidang mediasi.

47
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¢. Sidang Mediasi
1. Sidang/Pertemuan Pertama
Berisi tentang pembukaan sidang dan perkenalan antara
Mediator dengan para pihak yang dilanjutkan dengan
penjelasan aturan-aturan dalam proses mediasi.

2. Sidang/Pertemuan Kedua

Berisi tentang pemanggilan saksi atau saksi ahli,
dilanjutkan  dengan tahap tawar-manawar pemecahan
masalah. Apabila tidak tercapai kesepakatan pada
pertemuan  kedua ini maka Mediator mengeluarkan
anjuran tertulis.
3. Sidang/Pertemuan Ketiga
Pembuatan Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh
para pihak disaksikan oleh Mediator yang kemudian
didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak
mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan Akta
Bukti Pendaftaran.
2. Upaya-upaya yang ditempuh apabila salah satu pihak tidak
melaksanakan Perjanjian Bersama yang telah disepakati
a. Perjanjian Bersama dilaksanakan bersamaan  dengan

pembuatan kesepakatan melalui Pegawai Pengawas, terutama
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terhadap kesepakatan yang berkaitan dengan hal-hal yang
bersifat normatif.

b. Mengajukan permohonan cksekusi Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri di wilavah Perjanjian

Bersama didaftar untuk mendapat penetapan cksekusi.

2. Saran

1. Pemberdayaan pekerja dan pengusaha; Pekerja sebagai anggota

serikat pekerja perlu diberdayakan sehingga mengetahui hak dan
kewajibarmya sesuai dengan ketentuan hukum termasuk
penyadaran pekerja fentang pentingnya organisasi pekerja
sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingannya. Di sisi
lain pengusaha juga perlu diberdayakan dengan memberikan
pemahaman bahwa pekerja merupakan mitra kerja dan faktor
produksi yang penting, karena itu harus diperhatikan hak-hak
normatifnya sehingga mereka dapat bekerja secara optimal agar
tercipta hubungan kerja yang kondusif yang merupakan pra
syarat keberhasilan suatu usaha.

- Setiap masalah yang diselesaikan dengan mediasi harus dilandasi

dengan kesadaran yang tmggi dari masing-masing pihak untuk

sedikit mengalah demi tercapainya kesepakatan bersama serta
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itikad baik untuk melaksanakan sectiap kesepakatan vang telah

- Hendaknya Mediator terus meningkatkan ketrampilan dan

kemampuannya dalam usaha menyelesaikan setiap perselisihan
hubungan industrial. Selain itu Mediator harus bersikap benar-
benar nefral dan tidak memihak kepada yang kedudukannya kuat,
agar dapat menumbuhkan kepercayaan para pihak terhadap

Mediator.

. Penegakan hukum sangai penting dalam rangka menjamin

terciptanya kemanfaatan dari aturan itu. Tanpa penegakan hukum
yang tegas maka aturan normatif tersebut tidak akan berarti, hal
i1 disebabkan pihak majikan/pengusaha cenderung tidak
konsckuen melaksanakan ketentuan perburvhan karena dirinya
berada pada pihak yang memberikan pekerjaan/bermodal. Karena
itu aparat pengawas perburvhan Depnaker sebagai penyidik
pegawai negeri sipil harus berani menindak para pengusaha yang
tidak mengindahkan hak-hak pekerja. Mengingat masalah
perburuhan ini cukup komplek, maka dengan kondisi aparat
pengawas yang ada sekarang ini diperlukan peningkatan kualitas
maupun kuantitasnya schingga aparat pengawas
perburuhan/ketenagakerjaan  dapat  melaksanakan  tugasnya

dengan baik.
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